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BAB 1

KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

(1) Anggota IKAPTK merupakan anggota yang termuat dalam daftar anggota IKAPTK
dan ditandai dengan nomor registrasi dan kartu tanda anggota (KTA) IKAPTK.

(2) Ketentuan tentang registrasi, kartu anggota dan iuran anggota diatur dengan
Keputusan Ketua Umum.

Pasal 2
(1) Seseorang dapat terdaftar sebagai anggota IKAPTK apabila:

a. telah menyelesaikan pendidikan pada program Diploma/Strata Satu pada
Perguruan Tinggi Kepamongprajaan; dan

b. bersedia mentaati AD/ART dan Keputusan Ketua Umum.

(2) Seseorang dapat diangkat dan terdaftar sebagai anggota kehormatan IKAPTK
apabila:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan IKAPTK; dan
b. bersedia mentaati AD/ART dan Keputusan Ketua Umum.

Pasal 3
(1) Keanggotaan IKAPTK berakhir apabila:
a. anggota meninggal dunia;
b. anggota mengundurkan diri; atau
c. anggota diberhentikan.
(2) Anggota diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

a. anggota tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota sebagaimana diatur dalam
AD/ART dan Keputusan Ketua Umum DPN IKAPTK;

b. anggota melanggar larangan sebagai anggota IKAPTK.

Pasal 4

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagai anggota IKAPTK diatur lebih lanjut
dalam Keputusan Ketua Umum. A
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BAB II

KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
(1) IKAPTK diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari:

a. Dewan Pengurus Nasional (DPN);
b. Dewan Pengurus Provinsi (DPP);
c. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK);
d. Pengurus Komisariat Kementerian/Lembaga; dan

(2) Untuk dipilih dan/atau ditunjuk sebagai pengurus, seorang anggota harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. terdaftar sebagai anggota IKAPTK;
bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
sehat jasmani dan rohani;

o oo

memiliki komitmen yang tinggi terhadap perjuangan serta pencapaian visi dan
misi IKAPTK;

e. memiliki kedisiplinan;

f. memiliki loyalitas dan dedikasi;

g. memiliki tanggung jawab; dan

h. memiliki pengalaman yang cukup.

(3) Masa jabatan kepengurusan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
pengukuhan.

(4) Seorang anggota dapat duduk sebagai pengurus dalam jabatan yang berbeda lebih
dari 1 (satu) masa jabatan kepengurusan.

(5) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepengurusan berakhir,
pengurus sesuai dengan tingkatannya wajib melaksanakan kongres untuk
melakukan penggantian pengurus menurut ketentuan dalam Anggaran Rumah
Tangga ini dan Keputusan Ketua Umum.

(6) Dalam hal sampai dengan masa jabatan kepengurusan berakhir belum dapat
diselenggarakan Kongres Nasional, maka Dewan Pembina DPN IKAPTK menunjuk
pelaksana tugas Ketua Umum DPN IKAPTK untuk menjalankan tugas sehari hari
DPN IKAPTK dan menyelenggarakan Kongres dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan.

(7) Apabila terjadi force majour sehingga Kongres tidak dapat dilaksanakan, masa
jabatan Pelaksana tugas Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya
dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(8) apabila pelaksana tugas ‘ketua Umum DPN IKAPTK sudah di perpanjang satu kali
dan tidak dapat melaksanakan kongres maka diganti dengan pelaksana tugas DPN

yang baru.
(9) Pengurus berhenti apabila: ﬁi @
)/
/

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.
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(10) Pengurus diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila:

(1)

(2)
(3)
4)

(1)

(2)
(3)

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota IKAPTK sebagaimana dimaksud
dalam Anggaran Dasar IKAPTK;

b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2);

¢. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
selama 3 (tiga) bulan secara berturut turut;

d. terbukti melakukan pelanggaran pidana dalam jabatan ataupun pekerjaan
profesionalnya yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas organisasi
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
atau

e. terbukti melakukan perbuatan tercela secara moral berdasarkan hasil
pemeriksaan dewan etik IKAPTK.

Bagian Kedua
Susunan Kepengurusan
Paragraf 1
Dewan Pengurus Nasional

Pasal 6
Dewan Pengurus Nasional (DPN) IKAPTK terdiri atas:
a. Ketua Umum;
Komisioner;
Sekretaris Jenderal;
Wakil Sekretaris Jenderal
Bendahara Umum;
Wakil Bendahara sebanyak 2 (dua) orang; dan
g. Ketua Divisi maksimal 20 (dua puluh) orang.

Komisioner, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Wakil Sekretaris Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Jenderal.

Wakil Bendahara Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bendahara Umum.

"o oo o

Pasal 7

Ketua Umum dan Komisioner memimpin IKAPTK secara bersama-sama dengan
prinsip kolektif-kolegial.

Sebagian Komisioner juga bertindak sebagai Koordinator Wilayah

Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal menyelenggarakan fungsi
kesekretariatjienderalan IKAPTK secara bersama-sama dengan prinsip pembagian
tugas dan tanggung jawab berdasarkan pertimbangan waktu dan tempat kerja.
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(8)

(1)

(2)

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana diatur pada ayat (3) Sekretaris Jenderal
dan Wakil Sekretaris Jenderal dibantu beberapa Kepala Biro.

Bendahara Umum menyelenggarakan fungsi kebendaharaan IKAPTK dengan
dibantu oleh Wakil Bendahara.

Sebagian Komisioner membawahi sekurang-kurangnya 2 (dua) Divisi.
Ketua Divisi dibantu oleh wakil ketua departemen, dan sekretaris departemen.

Susunan, Kedudukan dan Uraian Tugas dan Fungsi DPN IKAPTK secara rinci diatur
dengan Peraturan Ketua Umum IKAPTK.

Pasal 8
Tugas dan wewenang DPN adalah:
a. melaksanakan amanat KORNAS;

b. mengembangkan kerjasama dan meningkatkan hubungan dengan pihak luar,
khususnya dengan aparatur pemerintahan secara nasional;

¢. membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan kewajiban DPP dan DPK
IKAPTK;

d. mengatur keuangan IKAPTK secara nasional;
e. mengesahkan dan mengukuhkan DPP IKAPTK;

f.  menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada
peserta KORNAS; dan

g. menyiapkan bahan pelaksanaan KORNAS.

Uraian tugas dan kewajiban setiap unsur DPN akan diatur dalam Keputusan Ketua
Umum.

Pasal 9

Untuk pencapaian maksud dan tujuan IKAPTK, dapat dibentuk kepengurusan dalam
bentuk Komisariat Kampus Pusat/Regional, dan Komisariat Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian.

Pasal 10

Dalam hal sidang KORNAS dimulai, DPN bersifat demisioner yang selanjutnya KORNAS
dipimpin oleh Steering Committe sampai dengan dikukuhkannya kepengurusan yang
baru hasil KORNAS.

(1)

Paragraf 2
Dewan Pengurus Provinsi

Pasal 11 g: ;;7/
Y&
‘A/ Y

Dewan Pengurus Provinsi (DPP) IKAPTK terdiri atas:
a. Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
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b. Wakil Ketua sebanyak 3 (tiga) orang;

c. Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;

d. Wakil Sekretaris sebanyak 2 (dua) orang;

e. Bendahara sebanyak 1 (satu) orang;

f.  Wakil Bendahara sebanyak 2 (dua) orang; dan

g. Ketua Bidang, yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan.

(2) Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Ketua.

(3) Wakil Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(4) Wakil Bendahara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bendahara.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Bidang dapat dibantu oleh Wakil Ketua dan
Sekretaris Bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DPP.

Pasal 12
(1) Tugas dan wewenang DPP adalah:
a. melaksanakan amanat Kongres Provinsi (KORPROV);

b. mengembangkan kerjasama dan meningkatkan hubungan dengan pihak lain,
khususnya dengan aparatur pemerintahan lingkup provinsi;

c. membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan kewajiban DPK di
wilayahnya;

d. mengelola keuangan IKAPTK di tingkat provinsi;
e. mengesahkan dan mengukuhkan DPK IKAPTK;

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada
peserta KORPROV; dan

g. menyiapkan bahan pelaksanaan KORPROV.
(2) Uraian tugas dan kewajiban setiap unsur DPP akan diatur dalam Keputusan Ketua

DPP IKAPTK.
Pasal 13
(1) Masa jabatan DPP adalah 5 (lima) tahun sejak di lantik dan dikukuhkan oleh DPN
IKAPTK

(2) Sidang Korprov dilakukan minimal 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan DPP habis.

(3) Dalam hal sidang KORPROV dimulai, DPP bersifat demisioner yang selanjutnya
KORPROV dipimpin oleh Steering Committee sampai dengan dikukuhkannya
kepengurusan yang baru hasil KORPROV.

(4) Dalam hal sampai dengan masa jabatan DPP habis dan belum terselenggara
Koprov, maka Ketua Umum dan atau Pelaksana Ketua Umum DPN IKAPTK
menunjuk Pelaksana tugas Ketua DPP untuk melaksanakan tugas sehari hari DPP
dan menyelenggarakan Korprov dengan masa jabatan 3 (tiga) bulan.

(5) Dalam hal terjadi force majour dan tidak dapat diselenggarakan Korprov oleh
pelaksana tugas DPP, masa jabatan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali.

(6) Apabila pelaksana tugas ketua Umum DPP IKAPTK sudah di perpanjang satu kali
dan tidak dapat melaksanakan kongres maka dlgantl dengan pelaks tugas DPN
yang baru. z}_« @
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